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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

dalam bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Asas kekeluargaan digunakan sebagai landasan pada Perseroan Terbatas

karena asas kekeluargaan merupakan dasar filosofis penyusunan segala

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perekonomian, Perseroan

Terbatas merupakan aturan dibidang perekonomian. Dasar pemberlakuan

asas kekeluargaan sebagai landasan pada Perseroan Terbatas, dapat

dicermati dari makna asas kekeluargaan mengandung makna keadilan,

kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong rotong, tenggang rasa dan

tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dapat diketahui dari sistem

pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk

mencapai mufakat dan pada mekanisme jual beli saham yang terlebih

dahulu ditawarkan kepada pemengang saham dengan maksud

mendahulukan kepentingan anggota yang sesuai dengan asas

kekeluargaan, tetapi belum tercermin dalam Pasal-Pasal lainnya.

2. Implementasi asas kekeluargaan pada penjabaran pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat

tercermin dari bagian konsideran menimbang huruf c Undang-Undang
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan lainnya

perihal pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat

(1) dan ayat (2) dan ketentuan perihal penjual saham sebagaimana diatur

dalam Pasal 58.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis sehubungan dengan permasalahan

hukum dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Perusahaan untuk melibatkan para pekerja untuk

meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan,

kepemilikan saham oleh pekerja dan penyusunan kesepakatan kerja

bersama (KKB) secara demokratis antara serikat pekerja dan pengusaha.

2. Untuk Pemerintah, seharusnya segera merevisi Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas supaya sejalan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 agar cita-cita para founding father

untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud.
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